WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN KODE ETIK, STANDAR AUDIT DAN TELAAH SEJAWAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9, 10
dan 11 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang Kode Etik Aparat
Pengawas Intern Instansi Pemerintah, Standar Audit Aparat
Pengawas Intern Pemerintah dan Pedoman Telaahan
Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah
dicabut;

bahwa berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Peraturan tentang Kode Etik, Standar Audit
dan Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas
Internal Pemerintah adalah Peraturan yang ditetapkan
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberlakuan
Pedoman Kode Etik, Standar Audit dan Telaah Sejawat di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;



Mengingat

I.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

b

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

y



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas
Intern Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1085);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 tentang Standar Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);



Menetapkan

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman
Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1087);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor S/A);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar
Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN
KODE ETIK, STANDAR AUDIT DAN TELAAH SEJAWAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kota Blitar, adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Otonom.



6

Walikota adalah Walikota Blitar.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Blitar.

Inspektur adalah Inspektur Kota Blitar.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional

o o B W

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana
Teknis Fungsional bidang Pengawasan di Lingkungan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut
Auditor, adalah Jabatan yang mempunyai Ruang Lingkup,
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang untuk melakukan
Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga
dan/atau Pihak lain yang di dalamnya terdapat Kepentingan
Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang
bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

BAB II
PEDOMAN AUDIT INTERN

Pasal 2

Auditor dan Pimpinan APIP dalam melaksanakan audit
intern berpedoman kepada Standar Audit, Kode Etik,
dan Telaah Sejawat yang dibuat oleh Asosiasi Auditor Internal

Pemerintah Indonesia (AAIPI).
Pasal 3
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut
oleh Inspektur.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota
Blitar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Blitar
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 September 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

&

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008




